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Sebagaimana diatur dalam Pasal 24(C) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hakim konstitusi dalam
proses pengisian jabatan dipilih oleh lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Mahkamah Agung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara mekanisme
pengisian jabatan hakim konstitusi dengan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat
di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 24 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2011 telah mengatur bahwa pelaksanaan pengisian jabatan hakim konstitusi harus memperhatikan
asas tranparansi dan partisipatif dengan diatur oleh masing-masing lembaga yang mengisi jabatan hakim
konstitusi, namun saat ini aturan tersebut belum dibuat,sehingga diperlukan sebuah aturan yang memastikan
asas-asas itu dilaksanakan dalam rangka menjamin independensi hakim konstitusi.

Asregulated in Article 24 (C) of paragraph (3) of the Constitution of 1945, that Constitutional judgesin the
process of filling the positions chosen by state institutions, namely the Supreme Court (Mahkamah Agung),
House of Representatives and President. This thesis aims to determine how the relationship between the
filling position with the independence of the constitutional judges. The method used is a normative juridical
that refersto the legal norms contained in legislation. Law No. 24 2003 jo Law No. 48 of 2011 has
mandated that the implementation of filling the post of constitutional judges should observe the principle of
transparency and participatory regulated by each institution to fill the post of constitutional judge, but this
time the regulation has not been made , so we need arule that ensure the principles are carried out in order
to guarantee the independence of the constitutional judges.
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